SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENGENAI KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa akreditasi sekolah/madrasah harus dilakukan
dengan objektif sesuai dengan kriteria dan perangkat
akreditasi;

bahwa kriteria dan perangkat akreditasi
sekolah/madrasah, telah diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018
tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai

Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 5795)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 236);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
577);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN MENGENAI KRITERIA DAN PERANGKAT
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi  Sekolah =~ Menengah  Pertama/Madrasah
Tsanawiyah(SMP/MTs);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
005/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
033/H/AK/2018 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
034/H/AK/2018 tentang Kriteria dan Perangkat
Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/002_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SD%20MI%202017.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/003_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SMP%202017.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/004_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SMA%20MA%202017.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/005_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SMK%202017.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/033_Salinan%20Kriteria%20dan%20Perangkat%20Akreditasi%20SMK.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/034_Salinan%20Kriteria%20dan%20Perangkat%20Akreditasi%20SPK%20.pdf

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 750

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kapala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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